DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 803/19/KEP.PIMP.DPRD/2010
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2010 SEBAGAI TINDAK LANJUT
EVALUAS|I GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG

Menimbang . a bahwa Rancangan Peraturan ~ Daerah
Kabupaten .Sumedang tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010
telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah melalui Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten
Sumedang Nomor 171/09/KEP.DPRD/2010
tanggal 13 Oktober 2010;

b bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gubernur
Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
2010 terdapat koreksi, sehingga perlu ada
penyempurnaan, |

c bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas,
maka penyempurnaan Rancangan Peraturan
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Mengingat

Daerah  Kabupaten = Sumedang tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
2010 perlu ditetapkan dengan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1894 (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4409);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah keduakalinya dengan Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
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17

18

19

20.

5

22

23

24

25.

26

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 489,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503),
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Pelayanan Standar Minimal (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
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27.

28.

29.

30.

1.

32.

33.

35.

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyertaan
Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran
Daerah Tahun 1991 Nomor 11 Seri D),
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan
Teknik  Penyusunan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri D.6);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) sebagiamana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun
2007 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Dana Cadangan (Lembaran Daerah Tahun
2007 Nomor 2 Seri E),

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
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Memperhatikan

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-
2025;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008),

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-
2013 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor
12);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2010;

39. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2010 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Hasil
Pembahasan antara Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
dengan Bupati Sumedang mengenai
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2010, pada tanggal 10
Nopember 2010, sebagai tindak lanjut evaluasi
Gubernur Jawa Barat pada tanggal 8 Nopember
2010;
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

MEMUTUSKAN

Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2010 sesuai hasil
evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010

sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai
berikut -

Rp. 954 784 156.670,81
Rp. 1.001.670.490.551,83
Surplus / (Defisit) Rp. 46.886.333.881,03)

Rp. 48.639.194 967,38

Rp. 1.767.285.669,94

Pembiayaan Netto Rp. 46.886.333.881,03
e e i i (-)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan : Rp. 0,00

KETIGA

KEEMPAT

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 171/09/KEP.DPRD/2010 tanggal 13 Oktober
2010 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010, untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
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Ditetapkandi  : Sumedang
pada tanggal : 11 Nopember 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

—

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

Gl

ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi Drs. H. SARNATA Ir. EDI ASKHARI

salinan.
1. Yth. Gubernur Jawa Barat:
2 Yth Bupati Sumedang.
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